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ABSTRAK

Pengaturan perusahaan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR)
yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada
umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggungjawab sosial dan lingkungan. Rumusan masalahnya yaitu Apa Landasan
dasar pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang PT yang
merupakan ketentuan wajib dan Bagaiamana Ketentuan Sanksi Perdata terhadap
perseroan terbatas yang tidak melaksanakan program Corporate Social
Responsibility.mestinyaDalam penulisan skripsi ini mengunakan metode penelitian
hukum normatif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu mengambarkan
Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Corporate Social Responsibility Perseroan
Terbatas yang Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.Hasil Penelitian Landasan
dasar pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang PT yang
merupakan ketentuan wajib adalah Pelaksanaan CSR bertujuan untuk memperkuat
keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar
stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program
pengembangan masyarakat sekitarnya. Pertanggungjawaban perdata terhadap
Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas yang tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya adalah Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini
ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki
atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan.
Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama
den_g.an hukum.. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan
lahiriah yang (.ildasark_an sepenuhnya dari sikap batiniha, sikap inilah yang dikenal
dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Kata Kunci : Pengaturan, CSR, Undang-Undang, Tanggungjawab Perdata



BAB 1 \ 25\ 2
PENDAHULUAN NN

A. Latal: Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha pada decade belakangan ini, maka
pemerintah bersama-sama dengan DPR RI melakukan revisi atau penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 agar dunia usaha
dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dan juga tetap memperhatikan
kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya.! Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru telah diakomodasikan berbagai ketentuan
mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan
penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih

relevan.?

Salah satu concern yang dilakukan dalam penyempurnaan Undang-Undang
Perseroan Terbatas adalah mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi
Perseroan. Hal ini dilatar belakangi oleh pengamatan dimana praktek tanggungjawab
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh korporasi besar,

khususnya di sektor industry ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya),

! Gayusul_.umbun, 'I.'elaah Hukum Atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam Uupt ,
Sebuah Kq;{un dari  Perspektif  Etika  Bisnis ke  Pertanggungjawaban  Hukum
http://supremasihukumusahid.org, diakses tanggal 6 September 2013 ’

.
“ Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia N 4
berserons o Sasarkan P omor 40 Tahun 2007 Tentang

s


http://supremasihukumusahid.org

tidak lagi memiliki kepedulian terhadap kondisi social dan lingkungan sekitarnya.3
Perusahaan tersebut selama ini dianggap sebagai biang kerok rusaknya lingkungan,
pengeksploitasi sumber daya alam, karena hanya mementingkan keuntungan semata

tanpa memperdulikan kondisi sosial dan lingkungan sekitamya.4

Corporate Social Responsibility adalah sebuah kewajiban yang dibebankan
pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.5 Dengan
adanya Undang-Undang ini, industry atau korporasi-korporasi wajib untuk
melaksanakannya, Namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang
memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah
dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk
menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.
Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan
mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya

memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan

3 ..
Candra Setya Santoso. Kewajiban CSR Jangan Hanya Sebatas Memenuhi Peraturan
http://e::onomy.okezone.com. diakses tanggal 6 September 2013. '
Gayus Lumbun.Op.cit.,him.23

5 o
CST. Kansil, Hukum P h j 3 .
2005, him.207. um Perusahaan Indonesia, Cetakan ke Tujuh, Pradnya Paramita, Jakarta,



http://economy.okezone.com

aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi

membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. g

Corporate Social Responsibilities adalah’ sebuah wujud kepedulian perusahaan
kepada lingkungan sekitarnya. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah
komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan
ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.
Kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan Corporate Social Resposibilities
tergolong baru, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan
tanggungjawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

Apabila perusahaan sebagai Perseroan tidak melaksanakan tanggungjawab
sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang no.40 Tahun
2007, maka Perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban melaksanakan tanggungJawab
Sosial dan pelaporan saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas serta

terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

‘7‘ CST. Kansil, /bid.,hlm.208
Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, 1986, him.33



lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, oleh sebab itu kewajiban
pelaksanaan dan pelaporan tersebut perlu didukung dan didasari oleh pemikiran

reflektif mengenai CSR tersebut.®

Perusahaan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum atau sesuai dengan
Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
sebagai pelaku kegiatan bisnis harus memperhatikan apa yang disebut dengan etika
bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
nafas atau semangat dari etika bisnis ini secara samar namun melekat, telah tercantum
dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas. Nafas etika bisnis ini sudah menjalar dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentnag Perseroan Terbatas, yakni perseroan seyogianya menjalin
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat. Di sini tergambarkan bahwa perseroan selain
melakukan kegiatan yang bertujuan laba, perseroan juga harus dijiwai dengan nilai-

nilai etis yang sesuai dengan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan pihak dan

aspek lain selain dunia bisnis.’

Pandangan dari para pelaku usaha pertambangan dan migas itu bisa dipahami

manakala Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sesuai

8
" Ketentuan Pasal 74 U.ndang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroam Terbatas
GayusLumbun. Op.cit., him.23



dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 yang dianggap akan
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai definisi, ruang
lingkup, budget, dan akan munculnya kecenderungan mengeser secara sistematis

tanggungjawab Negara ke pelaku usaha atas tanggungjawab sosial dan lingkungan.10

Corporate Social Responbility adaiah elemen penting dalam kerangka
keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan
sosial budaya. Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi dunia World Bisnis
Council for sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan
suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan
kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya serta seluruh
keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana
perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan
dalam interaksi mercka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. CSR dapat dikatakan sebagai
tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan
yang diperoleh bukan hanya sekedar keuntungan secara financial namun lebih pada
kepercayaan dari masyarakat sekitar dan para stakeholders berdasarkan prinsip

kesukarelaan dan kemitraan. Penelitian yang dilakukan Sandra Waddock dan Samuel

10 s
Sarwono Kusumaatmadja. /mplementasi CSR SayupSayu : j ibili
pSayu : Corporate Social Responsibility
PERLU MENGGALANG  PARTISIPASI MULTIPIHAK, http:// i
diaksestanggal 6 September 2013 ' B R ORI SO,



http://www.madiknas-kosgoro.com

Graves membuktikan bahwa perusahaan yang memperlakukan stakeholders mereka

dengan baik akan meningkatkan kelompok mereka sebagai suatu bentuk manajemen

yang berkualitas. "

Stakeholders bukan hanya masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang
tinggal di sekitar lokasi perusahaan melainkan masyarakat dalam arti luas, misalnya
pemerintah, investor, elit politik, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama yang
dibentuk antara perusahaan dan stakeholders hendaknya juga merupakan kerjasama
yang dapat saling memberikan kesempatan untuk sama-sama maju dan berkembang.
Program-program CSR (Corporate Social Responbility) yang dibuat untuk
kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan berbalik arah yaitu memberikan
keuntungan kembali bagi perusahaan tersebut. Diharapkan perusahaan dengan
seluruh stakeholders dapat bersama-sama bekerjasama mengembangkan CSR
sechingga keberlanjutan perusahaan baik itu keuntungan ekonomi (keuntungan

financial) keuntungan sosial maupun keuntungan lingkungan dapat terwujud.

CSR (Corporate Social Responbility) diterapkan kepada perusahaan-perusahaan
yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen

dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan

11 . .
Syailendra Wisnu Wardhana, Corporate Social Res ibili i
: snu W ponsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaa
terhadap Lingkungan di Sekitarnya, http://wisnu.blog.uns.ac.id, diakses tanggal 10 November 2013 "
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(firm’s behaviour), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut

.12
dua elemen kunci:

1. Good corporate governance: etika bisnis, manajemen sumberdaya manusia,
jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja;

2. Good corporate responsibility: pelestarian lingkungan, pengembangan
masyarakat (community development), perlindungan hak azasi manusia,
perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap
hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memerhatikan dan melibatkan
shareholder, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional
dan stakeholder lainnya merupakan konsep utama CSR (Corporate Social
Responbility). Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang
menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa dijadikan indikator atau
perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR
seringkali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang
lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum.

Untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum seseorang ada empat
indikator yang menjadi tolak ukur yaitu:

(1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum ( law awareness );

(2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum ( law acquitance b5

"Syailendra Wisnu Wardhana, /bid..,him.2



(3) Sikap terhadap hukum ( legal attitude );

(4) Perilaku hukum ( legal behavior )."

Hukum perseroan memiliki peranan yang penting tidak hanya terhadap para
pemegang saham (shareholders), tapi juga mengatur berbagai pihak (stakeholders)
dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain
untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur, Oleh karena itulah bagi
perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam, harus mematuhi hukum baik yang tertuang dalam Undang-Undang yang
berkaitan dengan Lingkungan Hidup maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai wujud telah
dilaksanakannya law enforcement. Untuk mewujudkan kepedulian sosial dan
lingkungan, Perseroan tidak dapat berjalan dengan sendiri tanpa dukungan dan peran
serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu diperlukan hubungan kemitraan yang baik
antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Peraturan yang baik berarti

peraturan yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat

(living law).

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan

saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat dunia usaha itu

" ls";Soerjono Soekanto 1, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, J akarta, 1986
m. : >

" 41"‘ M. Natzir Said, Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985
m.41. s ’



sendiri. Tanggungjawab sosial dari perusahaan (Corporate Social Responsibility)
didasarkan pada semua hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan
pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier bahkan juga
kompetitor. Selama ini CSR memang bersifat sukarela ( voluntarily), maka wajar jika
penerapannyapun bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Di sinilah
letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat
dan daya paksa. Tanggungjawab perusahaan yang semula adalah responsibility
(tanggungjawab non hukum) akan berubah menjadi /iability (tanggungjawab hukum)
yang dalam hal ini merujuk pada tanggungjawab perdata. Otomatis perusahaan yang
tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dapat diberi sanksi. I3

Pengaturan perusahaan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR)
yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada
umumnya.'® Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

tanggungjawab sosial dan lingkungan.

15 Gayus Lumbun, op.cit., him.25

16
Berdasarkan ketentuan Tanggungjawab Perusahaan Pasal 74 Undang-
2007 tentang Perseroan Terbatas e o 80 Teb
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Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara
mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian) maka
berdasarkan Undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang
tersebut yang menimbulkan kerugianhal tersebut diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan

kerugian itu, menganti kerugian tersebut’.

Yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melanggar hukum adalah
perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena
kesalahanya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak sengaja atau karena lalai diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :”Setiap orang bertanggungjawab
tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk

kerugian yang disebabkankarena kelalaian atau kurang hati-hatinya’

Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) diklasifikasikan menjadi dua
yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram. CSR terprogram adalah kegiatan
CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Perusahaan sedangkan
CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal
yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria

atau kegiatan dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
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misalnya bencana alam.!” Memberikan akses terhadap pendidikan, memberikan akses
terhadap layanan kesehatan terutama untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan
anak (balita), meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan
operasi perusahaan, melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana
Sanitasi umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan, penanggulangan kejadian tanggap
darurat. Namun hal ini tidak lah sesuai dengan kenyataan yang terjadi.18 Salah satu
contoh konkret yaitu mengenai kasus eksploitasi bijih nikel PT Antam di Kolaka.
yang harus diuji oleh stakeholder khsususnya pemerintah atau LSM adalah apakah
masyarakat lokal sebelum PT Antam berdiri di Pomalaa dengan sekarang adalah

masih sama, yaitu sebagai Mekongga Tribe. '

Merujuk pada Prof Tarimana dan yakin bahwa dokumen AMDAL PT Antam
mengemukakan bahwa suku yang menghuni di Pomalaa ketika itu adalah Suku
Mekongga dan sebagian kecil Suku Moronene di Selatan Pomalaa. Setelah sekian
lama beroperasi dan sampai sekarang menunjuk bahawa Suku Mekongga hanya
tinggal cerita, dan yang ada adalah masyarakat Pomalaa-Kolaka (Pomala Society).
Artinya telah terjadi perubahan sosial kultural pada masyarakat disekitar PT Antam
Pomalaa dari masyarakat yang mempunyai budaya yang sama menjadi masyarakat

heterogen. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan PT Antam

17 )
Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, PT. Alumni
% 1bid.. him.26. gang, PT. Alumni, Bandung, 2005, him.25.

CS l tla, n /“|3Sultl a.w(ll(ll!le
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di Pomalaa langsung atau tidak langsung telah mengubah sistem sosial budaya dan

ekonomi masyarakat lokal yang seharusnya di lindungi.20

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berkesimpulan dan tertarik
untuk membahas masalah dengan judul “TANGGUNGJAWAB PERDATA
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY YANG TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA

MESTINYA”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah
pada sasaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan judul, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Landasan dasar pengaturan Corporate Social Responsibility dalam

Undang-Undang PT yang merupakan ketentuan wajib?

2. Bagaiamana Ketentuan Sanksi Perdata terhadap Perseroan Terbatas yang tidak

melaksanakan Program Corporate Social Responsibility ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini secara menyeluruh mempunyai tujuan untuk :

2 1pid.,
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1. Menganalisis dan menjelaskan peraturan tentang Corporate  Social
Responsibility Perseroan Terbatas dalam hukum perdata.

2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana Tanggungjawab Perdata Perseroan
Terbatas terhadap Program Corporate Social Responsibility yang tidak

dilaksanakan

D. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun
teoritis yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Perdata pada
umumnya serta khususnya dalam Ilmu Hukum Perusahaan yang terkait dengan
“Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Program Corporate Social
Responsibility yang Tidak Dilaksanakan”.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akam membentuk
persepsi, serta mengukur pemahaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu
yang telah diperoleh.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membari masukan serta

tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
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c.  Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul
dari penggunaan Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Program

Corporate Social Responsibility yang Tidak Dilaksanakan
E. Ruang lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa
yang di bahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak
menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis
membatasi ruang lingkup yang di bahas yaitu Tanggungjawab Perdata Perseroan
Terbatas Terhadap Program Corporate Social Responsibility yang Tidak
Dilaksanakan
F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam gejala yang bersangkutan.?!

1. Tipe Penelitian.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan

o Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta, 1986, him.43.
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yang berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif analitis?? yaitu mengambarkah Pertanggungjawaban
Perdata Terhadap Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas yang
Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif>, pendekatan berdasarkan yuridis normatif®* terbagi menjadi
lima (5), yaitu: Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sinkronisasi hukum,
Sejarah hukum, dan Perbandingan hukum.
Sumber dan Jenis data

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum
dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier.”® Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif;,

yang bersumber pada :

2 Penelitian Deskriptif Analitis lalah penelitian yang tidak semata-mata menjelaskan, akan

tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.

- Soerjono Soekanto, /bid., him.10.
Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau

fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum

tersebu.t ha_nya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempauh adalah langkah
normatif yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan.

Persada, 2009, him.13.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo
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a. Bahan Hukum Primer -

yaitu Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan Yaitu bahan
pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun
pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan
(ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-
undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui
penelitian kepustakaan (Library Research) guna mendapatkan teori-teori
hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum
yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengingat bahan hukum
ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti yaitu :
a) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
b) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial

Lingkungan Perseroan Terbatas
c¢) Pedoman Pelaksanaan CSR Bagi perusahaan

b. Bahan Hukum Sekunder?’
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku literatur, asas-asas

26 =
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinj ]
N , : injaua
Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, him.13-14. 4 I

y 5227Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982
m.52. > i 2
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hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum dan
lain-lain.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier berupa kamus, Koran, majalah, jurnal ilmiah, Internet, kamus

‘1 28
hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan
(library Research) terhadap teori-teori serta pendapat dari para serjana dan para
ahli hukum pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-
undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Data
pendukung yaitu data yang di peroleh dari lapangan (field research) dengan
melakukan wawancara terhadap informan yang di pilih dengan mengajukan

pertanyaan yang terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Dedek

Chaniago staff walhi Cabang Palembang.
Tehnik Pengelolaan Data dan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi

kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

2’ZSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,/bid., him.13.
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a. Teknik pengolahan data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data
dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta
membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang
dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang
mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-
bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan
sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan

dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan,selanjutnya akan dilakukan
analisis secara deskriptif kualitatif*® yaitu menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

b. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu
dianalisis dengan suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian
sebagai suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menyoroti titik-titik
masalah serta upaya penyelesaiannya lalu digeneralisasikan, sedang metode
kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti

menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta

* Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, him 127
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perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian
diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk
menggambarkan jawaban permasalahan.30 Untuk kemudian ditarik kesimpulan
secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data
yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.”'
¢. Penarikan Kesimpulan

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir
dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang
bersifat khusus.2

Penalaran deduktif adalah suatu tahap pemikiran dan pembelajaran manusia
untuk menghubungkan antara data dengan fakta yang ada sehingga pada
akhirnya terdapat kesimpulan yg dapat diambil.

Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang
didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Simpulan yang
diperoleh tidak mungkin lebih umum dari pada proposi tempat menarik simpulan
itu. Proposi tempat merarik simpulan itu disebut premis. Atau dapat juga di

artikan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada

suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan

35

Z‘l’ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him 32.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, him

* Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, him 35
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berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih
khusus.

Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional,
instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala
terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan
selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks
penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk

memahami suatu gejala.
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